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GOWA,SULSEL- Sebanyak 121 Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten
Gowa belum terbayarkan gajinya selama 3 bulan, mereka menjerit karena dari
bulan Januari hingga bulan Maret, belum terbayarkan gajinya.

Keterlambatan gaji (Siltap) kepala desa dan perangkat desa umumnya
disebabkan oleh belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah
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daerah.

Apalagi yang sangat miris, bulan Maret yang lalu, moment Hari Raya Idul Fitri
1447 Hijriah, banyak kebutuhan rumah tangga, yang mendesak tetapi justru
Kepala Desa hanya bisa menelan ludahnya karena gajinya belum dibayarkan.

Menurut Kepala Desa di Kecamatan Pallangga, yang enggan namanya
disebutkan, dia mengatakan selama tiga bulan gajinya belum terbayarkan,
banyak kebutuhan rumah tangga yang mendesak, jadi harus berhutang dulu,
berharap agar secepatnya gajinya bisa terbayarkan.

"Sudah tiga bulan, gaji tidak cair-cair, saya juga tidak tahu, kenapa gaji kepala
desa belum terbayarkan sampai sekarang, sementara kebutuhan banyak sekali
yang harus dipenuhi," ungkapnya kepada wartawan INDONESIASATU.CO.ID

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa,
H.Syamhari Rasyid yang dikonfirmasi membenarkan bahwa gaji Kepala Desa
selama tiga bulan memang belum dibayarkan.

"Ada sekitar 121 Desa dan perangkatnya, belum terbayarkan gajinya, sejak bulan
Januari sampai dengan bulan Maret, Insya Allah bisa secepatnya, mudah-
mudahan, Minggu depan bisa cair," ucapnya Jumat (10/4/2026)

Jadi saat ini, kita laporkan percepatan Siltap (Penghasilan Tetap) Perangkat
Desa yaitu gaji bulanan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa
(KAUR, KASI, Kadus) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
APBDesa, karena siltapnya perangkat desa itu merangkap di realisasi anggaran
desa.

"Sementara ini proses penginputan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa), perampungan laporan tahun yang lalu, Penerbitan Peraturan Bupati
(Perbup) nya," jelas Syamhari, yang baru 3 bulan menjabat Kadis PMD.

Pencairan gaji Kades dan perangkat desa itu melalui penginputan aplikasi
Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan pihaknya dari dinas itu membina,
mengarahkan dan mendorong supaya cepat proses pendokumentasiannya.

"Mudah-mudahan kedepan ada perubahan, karena sementara merancang
Perbup untuk Siltap (Penghasilan Tetap) Perangkat Desa supaya gaji mereka
bisa dibayarkan perbulan," kuncinya.

Terpisah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Gowa, Yusuf, saat dikonfirmasi juga mengungkapkan belum ada Perbup
(Peraturan Bupati) nya, karena setiap tahun itu harus diterbitkan.

"Kita disini, tidak ada masalah kalau di keuangan untuk pencairannya, jadi kami
hanya menunggu Perbup nya, karena tanpa Perbup, BPKD tidak memiliki dasar
hukum operasional untuk mencairkan anggarannya," tutupnya.(Shanty)


